=

Wi
3

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOER 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Menimbang :

Mengingat

an fosHlt [y vy

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu

dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Muara Enim Nomeor 18 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak
Daerah;

. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang Undang  Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S887);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5950);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2010
tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);



Menetapkan :

11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembayaran Insentl Pajak Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif
Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 angka 6

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Muara Enim.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 3 ayat (2)
huruf ¢ berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Untuk Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan secara proporsional diberikan kepada :

c. Pejabat dan Pegawai Lingkup Badan Pendapatan Daerah

sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.



3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1} berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyusun penganggaran
Insentif pemungutan Pajak pada Dokumen Pengguna Anggaran
(DPA) Badan Pendapatan Daerah mempedomani ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Pasal 1l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tdgnggal 7& Februari 2017

BUPATI MUARA ENIM,
cap/ttd

MUZAKIR SAl SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2£ Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

cap / ttd

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 1%

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda

Cap/ttd

M. Zulfachri Andri, SH.MH



